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Abstrak
 

Berbagai negara di dunia telah mengatur tentang kompensasi, diantaranya Inggris dengan British Commend

paper of 1961 and 1964, di New Zealand dengan New Zealand Compensation Act of 1963 dan Australia

dengan Criminal Injuries Compensation Act 196. Ketentuan-ketentuan ini dengan jelas mencantumkan

kewajiban negara untuk memberikan kompensasi pada korban kejahatan. Kompensasi juga dikenal di

Amerika Serikat, kompensasi dikenal di 27 negara bagian (Amerika Compensation program 1965). Di

Denmark, di German dan Norwegia juga dikenal program kompensasi. Negara adalah yang paling

berkewajiban untuk memperhatikan keadaan warganya. Negara, melalui aparatnya, berkewajiban untuk

menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itulah kejahatan yang terjadi adalah

tanggung jawab negara. Hal ini berarti timbulnya korban merupakan tanggung jawab negara	pula. Kunter

mengingatkan bahwa korban mempunyai hak untuk mengklaim negara. Dalam menyatakan pendapatnya ini,

Kunter memberi contoh adanya tanggung jawab pabrik/perusahaan terhadap pekerjanya. Penderitaan,

kecelakaan yang dialami pekerja merupakan tanggung jawab pabrik/perusahaan. Demikian pula dengan

negara. Apapun yang akan dianut dalam hal teori pemidanaan tetapi yang harus tetap diingat adalah bahwa

dengan "hilangnya" terpidana di balik tembok penjara dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara.

Perlindungan yang diberikan oleh UU No. 8/1981 terhadap "harkat dan martabat manusia" tetap mengikat

terpidana juga ke dalam penjara. Proses baru terhenti pada saat terpidana dilepaskan kembali ke masyarakat

sebagai seorang warga negara yang telah menyelesaikan pidana yang diberikan negara kepadanya melalui

pengadilan. Tanggung jawab moral hakim mewajibkannya mengikuti dan melindungi hak-hak terpidana di

dalam penjara. Lebih kuat lagi alasan ini bilamana kita mengingat bahwa putusan pengadilan (hakim)

diberikan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tegaknya keadilan bagi terpidana juga

merupakan tanggungjawab hakim selama yang bersangkutan berada dalam penjara.
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